





BAB II  
TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
A. Tinjauan dan Penelitian Terdahulu 
Sulistiyowati (2013) Melakukan penelitian, dengan sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Kab/Kota di Jawa dan Bali dengan sampel sebanyak 
168 Kab/Kota periode 2007-2010. Alat analisis yang digunakan adalah 
menggunakan metode linier berganda. Hasil penelitian ini adalah Pajak Daerah 
berpengaruh signifikan pada variabel Belanja Modal. 
Komang (2017) Melakukan Penelitian di Provinsi Bali dengan sampel 
mencakup 8 kabupaten dan 1 kota periode 2010-2014. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah regresi linier berganda dengan amatan sebanyak 45. Hasil 
penelitian menunjukkan Pajak Daerah yang berpengaruh positif atau secara 
signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan Retribusi Daerah berpengaruh 
negatif atau dengan juga tidak signifikan terhadap Belanja Modal. 
Rosiana (2017) Melakukan penelitian dengan populasi dan sampel yang 
digunakan ini adalah kab/kota di provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini 
menggunakan analisis regresi linier berganda dalam kurun periode 2011-2013. 
Dimana pemilihan sampel menggunakan teknik full sampling dan menghasilkan 
114 sampel. Hasil penelitian ini Pajak Daerah, retribusi daerah dan DAU 
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 
Hassan (2016) Melakukan penelitian dengan Sampel yang di gunakan 
adalah pemerintah daerah Kab/kota Manado kurun waktu 2005-2015. Alat analisis 
yang digunakan adalah analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 







Modal Dan Pajak Daerah, Retribusi Daerah tidak ada pengaruh dan signifikan 
terhadap Belanja modal, secara simultan Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah, 
Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. 
Fajriana (2015) Melakukan penelitian dengan Data yang digunakan tahun 
2011-2015 di kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kuantitatif, menggunakan data sekunder Time series. Data di uji menggunakan 
SPSS 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh 
terhadap belanja daerah, retribusi tidak berpengaruh terhadap belanja daerah, dan 
pajak daerah dan retribusi berpengaruh terhadap belanja modal. 
B. Teori dan Kajian Pustaka 
1. Belanja Modal 
Abdul Halim (2007),yang dimaksud Belanja Modal adalah suatu 
pengeluaran yang dilakukan untuk membentuk modal yaitu menambah aset  yang 
akan memberikan suatu manfaat pada suatu periode terutama periode keuangan. 
Yang termasuk yaitu untuk membiayai pemeliharaan sifatnya bertahan atau 
menambah suatu masa ke dalam manfaat, dan juga menaikkan suatu kuantitas atau 
kapasitas  pada aset. Pada SAP, tingkat belanja modal dapat diindikasikan dalam 5 
kategori yaitu: 
a. Belanja Modal Tanah 
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 
d. Belanja Modal Jalan,Irigasi,Jaringan 







Melihat mengenai definisi belanja modal, disamping pengendalian 
pemerintah terhadap suatu aset berupa fisik , ada bagian pengeluaran yang dicirikan 
yaitu aset yang dihasilkan dari belanja modal, namun bukan dari kepemilikan 
pemerintah diantaranya yaitu: 
a. Biaya pelaksanaan terhadap tugas pembantuan, 
b. Biaya jasa konsultasi untuk kekayaan intelektual, 
c. Biaya jasa terhadap profesi atau capacity building, 
d. Biaya pemeliharaan untuk pertahanan nilai aset, 
e. Biaya pengadaan untuk diserahkan kepada masyarakat. 
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Yani (2009:51) Pendapatan Asli Daerah ialah suatu pendapatan yang 
diambil berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan undang-undang. Pendapatan 
Asli Daerah sendiri merupakan pendapatan berasal dari pajak daerah, retribusi 
daerah, pengelolaan kekayaan terpisah, dan PAD yang bersangkutan, bertujuan 
yaitu memberi fleksibilitas kepada daerah dalam mengeksplorasi pendanaan dalam 
pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi. 
Sumber pendapatan asli daerah yaitu sebagai berikut: 
a. Pajak Daerah; 
b. Retribusi Daerah, termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan 
Umum(BLU) Daerah; 
c. Hasil terhadap pengelolaan daerah yang dipisahkan. 







Mahmudi (2009;15) Dalam upaya peningkatan PAD, wilayah terlarang 
dilarang menetapkan peraturan daerah dengan biaya tinggi dan melarang 
memberlakukan peraturan daerah mengenai pendapatan yaitu dapat menghambat 
peternakan penduduk, perjalanan barang, jasa-jasa antar suatu daerah, kegiatan 
ekspor dan impor. Yang dimaksud dengan peraturan daerah tentang pendapatan 
yang menyebabkan biaya besar adalah peraturan daerah yang mengatur tentang 
pengenaan pajak dan retribusi atas objek yang terkena pajak daerah. Contohnya 
permintaan yang dapat menghambat kelancaran mobilitas penduduk, lalu lintas 
barang jasa antara daerah lainnya, kegiatan ekspor/impor termasuk izin retribusi 
masuk kota dan pajak/retribusi pengeluaran/pengiriman barang dari satu daerah ke 
daerah lainnya. 
3. Pajak Daerah 
Yani (2009:52) Pajak Daerah ialah sumbangan wajib yang bertujuan untuk 
dilaksanakan orang pribadi atau badan terhadap suatu daerah tanpa dipungut biaya 
secara langsung,bisa secara paksa pada peraturan undang-undang, yang digunakan 
dengan tujuan membayar perlakuan pembangunan daerah dan terutama pemerintah 
daerah itu sendiri. 
Pajak Daerah, menjadi suatu pendapat analis daerah yang kemungkinan di 
gadang-gadang dapat menjadi salah satu pembiayaan penyelenggaraan dan 
pembangunan daerah, untuk memajukan daerah dan menyelaraskan kesejahteraan 
masyarakat. Dengan demikian daerah mampu menerapkan otonomi daerah, yang 
mampu mengatur dan mengurus urusan dalam daerah. Meski ada suatu jenis pajak 







untuk menggali potensi sumber keuangan mereka dengan menentukan pajak jenis 
lainnya, selama mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan dan sesuai dengan 
aspirasi masyarakat. 
Dasar mengenai Pajak atau Tarif Pajak Daerah : 
a. Suatu acuan mengenai pajak kendaraan bermotor di hitung dari perkalian 
ke dalam dua unsur pokok yaitu: hasil penjualan kendaraan bermotor; Yang 
mengindikasikan secara relatif dan simultan tingkat kerusakan jalan atau 
penggunaan kendaraan bermotor yang berakibat pencemaran lingkungan. 
Biaya yang ditetapkan untuk kendaraan bermotor yaitu sebesar 1.5%, untuk 
kendaraan bermotor umum sebesar 1%, dan untuk alat-alat besar kendaraan 
bermotor yaitu sebesar 0,5%.Dasar pengenaan pajak kendaraan di atas air 
di hitung berdasarkan nilai jual kendaraan di atas air. Tarifnya di tetapkan 
sebesar 1,5%. 
b. Biaya mengenai balik nama kendaraan bermotor atau kendaraan di atas air 
adalah nilai jual kendaraan bermotor tarifnya sebagai berikut ; Tarif bea 
balik nama kendaraan bermotor atas nama penyerahan pertama. 10% untuk 
kendaraan bermotor bukan umum, 10% untuk kendaraan bermotor umum 
dan 3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat berat. Serta pihak kedua 1 
% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor 
umum dan 0,3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat. Atas warisan 
0,1% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan 
bermotor umum dan 0,03% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat. 







5%, untuk penyerahan kedua dan selanjutnya sebesar 1%, dan untuk 
penyerahan karena warisan di tetapkan sebesar 0,1%. 
c. Biaya mengenai pajak dan bahan bakar kendaraan yaitu penjualan bahan 
bakar kendaraan. Tarifnya yaitu  5%. 
d. Biaya pajak untuk mengambil atau memanfaatkan air didalam tanah dan air 
pada permukaan tanah yaitu nilai perolehan dari pemanfaatan air. Biaya di 
tetapkan yaitu berikut: yaitu air didalam tanah menyumbang 20% dan air 
pada permukaan permukaan tanah sebesar 10%. 
e. Biaya  pajak hotel yaitu jumlah untuk membayar yang ditujukan pada hotel. 
Biaya  di tetapkan tertinggi sebesar 10%.g 
f. Dasar pengenaan pajak pada restoran ialah hasil pembayaran ditujukan pada  
restoran. Biaya yang ditetapkan paling tinggi yaitu sebesar 10%. 
g. Pangemanan pajak hiburan yaitu hasil dari pembayaran yang seharusnya di 
bayar untuk menyaksikan atau menikmati hiburan. Biaya tertinggi yaitu 
sebesar 35%. 
h. Dasar pengenaan pajak reklame ialah beban sewa reklame. Tarifnya paling 
tinggi sebesar 25%. 
i. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan yaitu nilai penjualan tenaga listrik. 
Tarif tertinggi yaitu 10%. 
j. Dasar pengenaan pajak pengambilan bahan galian golongan C yaitu 








k. Dasar mengenai jumlah pembayaran terhadap pajak parkir yang harus di 
bayar sebagai  tempat pembayaran parkir. Tarif tertinggi sebesarn20%. 
4. Retribusi Daerah 
Yani (2009:63) Retribusi Daerah yaitu pungutan yang ditujukan daerah 
untuk pembayaran jasa dan perizinan yang di sediakan untuk diberikan pada 
pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau kepentingan pribadi. Retribusi 
Daerah ini yaitu hanya pajak daerah yang merupakan salah satu pendapatan asli 
daerah, yang diharapkan menjadi suatu sumber pembiayaan penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan 
kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali 
potensi sumber- sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain 
yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sesuai 
dengan aspirasi masyarakat. 
Selain jenis retribusi yang ditetapkan dalam peraturan Pemerintah 
Nomorn66 Tahunn2001 sebagaimana disebutkan, dengan peraturan daerah dapat di 
tetapkan jenis retribusi lainnya sesuai kriteria yang ditetapkan jenis retribusi lainnya 
sesuai kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang. Jenis retribusi lainnya 
misalnya penerimaan negara bukan pajak yang telah diserahkan kepada daerah. 
Prinsip sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada 
kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang 
bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Dengan demikian 
daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan tarif retribusi jasa umum, 







membantu dengan penyediaan jasa yang bersangkutan membantu golongan 
masyarakat kurang mampu sesuai dengan pelayanan diberikan. Jadi,prinsip dan 
sasaran penetapan retribusi jasa umum dapat berbeda menurut jenis pelayanan 
dalam jasa bersangkutan dan golongan pengguna jasa. 
Prinsip sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha 
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan didasarkan pada tujuan 
untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas 
diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan 
berorientasi pada harga pasar. 
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu 
didasarkan pada tujuan menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan 
pemberian izin yang bersangkutan ini meliputi penerbitan dokumen izin, 
pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya yang muncul 
akibat dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Tarif retribusi diatas ditinjau 
paling lama lima tahun sekali. 
5. Teori Keagenan 
Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah 
persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal 
memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal 
Jensen dan Meekling (1976:5). Prinsipal merupakan pihak yang bertindak sebagai 
pemberi perintah dan bertugas untuk mengawasi, memberikan penilaian dan 
masukan atas tugas yang telah dijalankan oleh agen. Sedangkan agen adalah pihak 







Halim dan Syukriy (2006:3) model principal-agent merupakan rerangka 
analitik yang sangat berguna dalam menjelaskan masalah insentif dalam institusi 
publik dengan dua kemungkinan kondisi, yakni (1) terdapat beberapa prinsipal 
dengan masing-masing tujuan dan kepentingan yang tidak koheren dan (2) prinsipal 
juga bisa bertindak tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, tetapi 
mengutamakan kepentingannya yang sifatnya lebih sempit dan untuk kepentingan 
dirinya sendiri. Hubungan keagenan dalam pemerintahan dijalankan berdasarkan 
peraturan daerah dan bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kepentingan 
prinsipal saja. Hal ini dikarenakan ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan 
dalam membangun suatu daerah. Jadi tujuan prinsipal harus mengiringi tujuan 
untuk mengembangkan suatu daerah dan untuk membuat rakyatnya sejahtera. 
Terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, sehingga 
mungkin saja pihak agen tidak selalu melakukan tindakan terbaik bagi kepentingan 
prinsipal Wandira (2013:9). Informasi yang lebih banyak dimiliki oleh agen dapat 
memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan 
kepentingan untuk memaksimalkan utylitynya. Sedangkan bagi prinsipal akan sulit 
untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena 
hanya memiliki sedikit informasi yang ada. 
Teori keagenan dalam sektor publik merupakan sistem keagenan yang 
bertingkat. Bertingkat yang dimaksudkan disini adalah karena hubungan keagenan 
dalam pemerintahan terjadi dalam dua bentuk, yaitu: 







Perspektif  keagenan sektor publik, legislatif (DPRD) merupakan pihak 
yang berperan sebagai prinsipal dan eksekutif (Pemda) bertindak sebagai agen. 
Anggaran daerah disusun oleh Pemda sesuai dengan program yang akan dijalankan. 
Setelah anggaran disusun dalam bentuk RAPBD, kemudian RAPBD tersebut 
diserahkan kepada DPRD untuk kemudian diperiksa lebih lanjut. Jika RAPBD yang 
telah diajukan Pemda tersebut dianggap telah sesuai dengan RKPD (Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah), maka DPRD akan mengesahkannya menjadi APBD. APBD 
tersebut yang akan menjadi alat kontrol bagi DPRD untuk memantau kinerja 
Pemda. 
b. Hubungan Keagenan antara Legislatif dan Publik 
Pemberian pelayanan kepada publik, legislatif (DPRD) bertindak sebagai 
agen dan publik (rakyat) bertindak sebagai prinsipal. Legislatif merupakan 
perwakilan dari rakyat yang dipercaya untuk dapat menjalankan tugasnya dalam 
mensejahterakan rakyat dan mengembangkan daerahnya. Legislatif bertindak 
berdasarkan keinginan rakyat dan rakyat memantau kinerja dari legislatif. Jadi 
walaupun di satu sisi legislatif menjadi prinsipal, tapi dalam hubungannya dengan 
publik, legislatif bertindak sebagai agen. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, 
legislatif menempatkan dirinya sebagai pihak yang menerima tugas dari publik, 
kemudian melakukan pendelegasian tugas kepada eksekutif untuk melakukan 
penganggaran Nugroho (2012:41-42). 
Hagen Von, (2002) dalam hal pembuatan kebijakan,berpendapat bahwa 
hubungan prinsipal-agen yang terjadi antara pemilih (voters) dan legislatif pada 







keputusan-keputusan tentang belanja publik untuk mereka dan mereka memberikan 
dana dengan membayar pajak. Ketika legislatif terlibat dalam pembuatan keputusan 
atas pengalokasian belanja dalam anggaran, maka mereka diharapkan mewakili 
kepentingan atau preferensi prinsipal atau pemilihnya, pada kenyataannya legislatif 
sebagai agen bagi publik tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dengan 
publik. 
6. Teori Adolf Wagner 
Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan 
pemerintah lainnya semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner 
disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu 
makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi 
masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu 
perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif 
pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena 
pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, 
pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.  
Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin 
meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan 
keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnyaa 
fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wagner dapat 














>  ………..  > 
GpCt-n 
YpCt YpCt-1 YpCt-2 YpCt-n    
Di mana : 
GpC  : Pengeluaran pemerintah perkapita 
YpC  : Produk atau pendapatan nasional per kapita 
I  : Indeks waktu 
Hukum tersebut memberi dasar akan timbulnya kegagalan pasar dan 
eksternalitas. Sehingga Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya 
perekonomian akan menyebabkan hubungan antara industri dengan industri dan 
hubungan industri dengan masyarakat akan semakin rumit dan kompleks. Sehingga 
potensi terjadinya kegagalan eksternalitas negatif semakin besar. 
(Mangkoesoebroto, 1994) 
Hukum Wagner terdapat kelemahan yaitu tidak didasarkan pada suatu teori 
pemilihan barang publik. Tetapi Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu 
teori yang disebut organic theory of state yaitu teori organis yang menganggap 
pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. 
Sebagaimana ditunjukan dalam gambar sebagai berikut : secara relatif peranan 
pemerintah semakin meningkat. (Mangkoesoebroto, 1994) 
7. Stakeholder Theory 
Stakeholder theory mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang 
hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat 







ketika R.E. Freeman mempublikasikan sebuah buku berjudul ‘Strategic 
Management: A Stakeholder Approach’. Dalam buku tersebut, Freeman 
menyatakan bahwa korporasi harus mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan dan 
permintaan-permintaan, bukan hanya dari para shareholders-nya melainkan juga 
dari konstiuen-konstituen eksternal lain dalam artian luas, yakni stakeholders 
Clement (2005). Freeman mendefinisikan stakeholders sebagai:‘‘any group or 
individual who can affect or is affected by the achievement of the organization’s 
objectives’’ Kolk & Pinkse (2006) bahwa stakeholder merupakan kelompok 
maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses 
pencapaian tujuan organisasi. Stakeholder theory merupakan sekelompok orang, 
komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki 
hubungan serta kepentingan terhadap organisasi Putro (2013). Organisasi sektor 
publik memiliki cakupan yang sangat luas dibandingkan dengan sektor swasta. 
Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus 
menekankan aspek kepentingan rakyat selaku stakeholder Putro (2013). Pemerintah 
harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta aset daerah 
untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 
pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai pemerintah 
harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, salah satu caranya 
dengan megalokasikan Pendapatan Daerahnya untuk belanja modal yang langsung 
di manfaatkan dan dipergunakan secara langsung oleh masyarakat sebagai 







dialokasikan ke Belanja Modal maka akan memberikan efek kepuasan masyarakat 
terhadap pemerintah daerah sebagai shareholders. 
8. Hubungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Belanja Modal 
Mardiasmo (2002:67) Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana 
yang memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya akan 
menarik investor agar menanamkan modal pada daerah tersebut yang pada akhirnya 
akan menambah pendapatan asli daerah Dimana di antaranya terdapat pajak daerah 
dan retribusi daerah. Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan 
mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja 
modal oleh pemerintah. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan 
mampu meningkatkan pelayanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan 
tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari 
adanya peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah. 
C. Kerangka Pemikiran 
Kerangka berpikir merupakan konsep untuk menjelaskan dan menunjukkan 
keterikatan antar variabel yang diteliti. Ruang lingkup penulisan ini adalah Kota 
Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Dimana variabel analisisnya adalah 
variabel independen yaitu Pajak Daerah yaitu X1ndan Retribusi nDaerahnX2. 
Sedangkan Belanja Modal sebagai variabel dependen (Y). 
Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD). 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah,retribusi daerah, 







beberapa komponen PAD tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai 
kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. 
Terdapat keterikatan antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal. 
Semakin besar pajak yang diterima oleh pemerintah daerah,maka semakin besar 
PAD. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan 
pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun belanja modal. Dari sektor 
retribusi, jika retribusi daerah meningkat,maka PAD juga akan meningkat sehingga 
dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan 
terhadap masyarakat. 
Ciri pertama yang menunjukkan satu daerah mampu berotonomi ialah 
terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Ini berarti bahwa daerah Kota 
Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang sebagai daerah otonom harus memiliki 
kemampuan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya dalam upaya 
untuk mengoptimalkan sumber keuangannya sendiri. Upaya tersebut perlu 
dilakukan guna mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah 
pusat, terutama dari dominasi dana transfer dari pemerintah pusat. 
Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2013) dengan judul 
Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal. 
Dan hasil penelitiannya menunjukkan variabel Pajak daerah, retribusi daerah dan 
DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan DAK 
berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Adapun persamaan judul variabel 
independen yang digunakan penulis yaitu sama ada variabel pajak daerah dan 
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retribusi daerah. Adapun perbedaan judul variabel dependen yang digunakan yaitu 
belanja modal. 
Menurut penelitian Rosiana (2017) dengan judul Pengaruh pajak daerah, 
retribusi daerah dan DAU terhadap belanja modal. Dan menujukkan hasil 
penelitianya pajak daerah, retribusi daerah dan DAU berpengaruh signifikan 
terhadap belanja modal. Adapun persamaan judul variabel independen yang 
digunakan penulis yaitu sama ada variabel pajak daerah dan retribusi daerah. 
Adapun perbedaan judul variabel dependen yang digunakan yaitu belanja modal. 
Berdasarkan uraian di atas maka kerangka konseptual dalam penelitian 




Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan penelitian terdahulu, serta tinjauan 
pustaka yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan hipotesis: “Diduga bahwa 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja 
Modal”.  
Pajak daerah 
(X1) +n 
Retribusi 
Daerah 
(X2) +n 
Belanja Modal 
(Y)n
